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ORINEWS.id  –  Pakar  pendidikan  nasional,  Ki  Darmaningtyas,
menilai polemik menganai keaslian ijazah mantan Presiden Joko
Widodo  saat  ini  sudah  tidak  substansial  dan  justru  dapat
menjadi  pengalihan  perhatian  masyarakat  dari  persoalan-
persoalan yang lebih penting dan nyata.

Pun dia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam isu
yang menurutnya tak berdasar, sementara ada banyak persoalan
lain yang lebih berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

“Hati-hati dengan pengalihan isu ijazah palsu Jokowi, sebab
dengan terjebak di sana masyarakat tidak lagi kritis terhadap
rupiah yang jeblok, harga emas yang melambung, PHK masif,
ekonomi yang makin sulit, dan MBG yang boros-boros i anggaran
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tapi menunya basi, dsb. Persoalan-persoalan ini lebih riil
daripada isu ijazah palsu,” tulis Darmaningtyas di akun X
@Darmaningtyas  dikutip  Monitorindonesia.com,  Sabtu
(26/4/2025).

Lantas  dia  mengajak  masyarakat  untuk  lebih  kritis  dalam
menyikapi  situasi  nasional,  terutama  menyangkut  kondisi
perekonomian yang menurutnya kian memprihatinkan.

Ketimbang larut dalam perdebatan panjang yang tidak berdampak
langsung pada kesejahteraan masyarakat, Darmaningtyas menilai
fokus  seharusnya  diberikan  pada  masalah-masalah  konkret
seperti  melemahnya  nilai  tukar  rupiah,  melonjaknya  harga
kebutuhan, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
terus meningkat.

Ungkapannya juga menyinggung soal anggaran negara yang dinilai
boros namun tidak memberikan hasil signifikan, merujuk pada
program-program pemerintah yang dianggap tidak relevan dengan
kebutuhan masyarakat saat ini.

Awal mula Ijazah Jokowi dituding palsu
Pada 3 Oktober 2022 lalu, Bambang Tri menggugat Jokowi ke
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ihwal dugaan menggunakan
ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden (pilpres) pada
2019. Gugatan terdaftar dengan klasifikasi perkara perbuatan
melawan hukum (PMH).

Dalam gugatannya, Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah
melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi
keterangan  tidak  benar  dan  atau  memberikan  dokumen  palsu
sebagai  kelengkapan  syarat  pencalonannya  dalam  proses
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019. Syarat
pencalonan tersebut tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf r
Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018.

Selain  itu,  Bambang  juga  menggugat  Komisi  Pemilihan  Umum
(KPU), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta Kementerian
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Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dia meminta agar
Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar
dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar
SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo.

Tak berselang lama, Bambang memutuskan untuk mencabut gugatan
soal  dugaan  palsu  Jokowi.  Kuasa  hukum  Bambang  Tri,  Ahmad
Khozinudin, mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah
diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bambang Tri Mulyono kemudian dituntut atas dugaan penistaan
agama dan ujaran kebencian. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU)
menuntut Bambang dengan hukuman 10 tahun penjara. Atas kasus
yang sama, tim JPU juga menuntut terdakwa bernama Sugi Nur
Raharja alias Gus Nur dengan hukuman 10 tahun penjara.

Secara  terpisah,  menanggapi  tudingan  ijazah  palsu  Jokowi,
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan bahwa Jokowi
merupakan alumnus S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Ova
menjelaskan, Jokowi dinyatakan lulus dari UGM pada 1985.

“Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi
dengan baik, kami meyakini keaslian ijazah sarjana Ir. Joko
Widodo  dan  yang  bersangkutan  benar-benar  lulusan  Fakultas
Kehutanan Universitas Gadjah Mada,” kata Ova.

Jokowi hilang kesabaran
Selama ini, Jokowi tak pernah terlihat gusar ketika diterpa
isu miring soal keabsahan ijazahnya. Namun sikap itu berubah
drastis ketika ia menyebut bahwa fitnah ini telah menyebar
luas  dan  mencemarkan  nama  baiknya  secara  personal.  “Saya
mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,
pencemaran nama baik,” ujar Jokowi di kediamannya, Solo, Rabu
(16/4/2025).

Pernyataan  ini  menandai  titik  balik  penting—Jokowi,  yang
dikenal tahan kritik dan santai menghadapi serangan Politik,
akhirnya buka suara lantang.
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Meski sudah menyinggung kemungkinan pelaporan, Jokowi belum
menyebutkan siapa saja pihak yang bakal dilaporkan. Namun ia
menegaskan  bahwa  langkah  itu  akan  segera  diputuskan  dan
dikelola langsung oleh tim hukumnya.

“(Yang  dilaporkan  siapa)  Nanti,  biar  disiapkan  oleh  kuasa
hukum. Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan
melihat,” katanya singkat.

Kalimat ini mengindikasikan bahwa Jokowi tak akan gegabah,
namun  juga  tak  akan  membiarkan  isu  ini  bergulir  tanpa
perlawanan  hukum  yang  sah.

Sikap  terbuka  Jokowi  juga  ditunjukkan  saat  ia  menerima
langsung massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang
datang ke kediamannya untuk menanyakan keaslian ijazah. Tapi,
ia juga mengingatkan bahwa tak ada kewajiban hukum baginya
untuk menuruti permintaan mereka.

“Alhamdulillah sudah saya terima, tadi di dalam rumah. Apapun
beliau-beliau ini ingin silaturahim, tentu saya terima dengan
baik. Kedua, Karena beliau-beliau ini minta untuk bisa saya
menunjukkan  ijazah  asli,  saya  sampaikan  bahwa  tidak  ada
kewajiban  dari  saya  menunjukkan  ke  mereka.  Dan  tidak  ada
kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli
yang saya miliki,” tegas Jokowi.

Jokowi memposisikan dirinya bukan sebagai objek intimidasi,
tapi sebagai warga negara yang paham batas kewenangan hukum
dan tata negara.

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak anti transparansi. Namun,
menurutnya, permintaan untuk menunjukkan ijazah harus datang
dari  institusi  resmi,  bukan  tekanan  publik  atau  kelompok
tertentu.

“Saya  sampaikan,  kalau  ijazah  asli  diminta  hakim,  diminta
pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan
ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang



meminta,” tegas Jokowi.

Sementara Universitas Gadjah Mada (UGM), almamater Jokowi, tak
tinggal diam atas tudingan yang menyasar lulusannya. Saat TPUA
mendatangi  kampus  untuk  menuntut  verifikasi,  pihak  UGM
menerima  lima  orang  perwakilan  dan  langsung  memberikan
penjelasan dengan data otentik.

“Jokowi tercatat dari awal hingga akhir menjalani tridarma
perguruan tinggi di UGM. Kami memiliki dokumen-dokumen resmi
sebagai buktinya,” kata Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro.

UGM  bahkan  menunjukkan  skripsi  asli  milik  Jokowi  dan
membandingkannya dengan beberapa skripsi rekan seangkatannya
untuk menegaskan bahwa dokumen itu sah dan otentik.

Selama ini, narasi soal “ijazah palsu” hanya berkutat di media
sosial dan forum-forum digital yang penuh spekulasi. Namun
dengan adanya pertemuan langsung antara Jokowi dan massa yang
menuntut, serta respons terbuka dari pihak UGM, isu ini kini
bergerak ke ruang yang lebih serius: hukum.

Jokowi tampaknya sudah tak ingin reputasinya—yang selama ini
ia jaga dengan cara diam—terus dirusak oleh tuduhan yang tak
terbukti. Pertimbangan melaporkan fitnah ke jalur hukum bisa
menjadi  sinyal  bahwa  pemerintah  juga  akan  menertibkan
penyebaran  hoaks  secara  sistemik.

Penting dicatat dijidat para pembenci Jokowi alias barisan
para sakit hati, selama bertahun-tahun, Jokowi memilih untuk
tidak terlalu menanggapi isu-isu personal.

Ia lebih sering menyerahkan kepada publik dan pihak ketiga
seperti UGM untuk menjelaskan. Namun peristiwa terbaru ini
menjadi penanda ketika fitnah sudah menyentuh kehormatan dan
integritas pribadi serta negara, dia akan melawan.

Langkah hukum ini bisa jadi bukan hanya untuk membela diri,
tapi juga untuk menciptakan preseden penting: bahwa penyebaran



hoaks,  sekecil  apapun,  tak  bisa  dibiarkan  tanpa
pertanggungjawaban.  “Saya  mempertimbangkan  untuk  melaporkan
ini, membawa ini ke ranah hukum,” pungkas Jokowi.

Satu kalimat singkat dari Jokowi, tapi bisa menjadi awal dari
babak  baru:  di  mana  kebenaran  tak  hanya  dibela  dengan
klarifikasi,  tapi  juga  dengan  konsekuensi  hukum.[]


